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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 PENELITIAN TERDAHULU 
 Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada 
penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini diuraikan beberapa peneliti 
terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini: 
1) Ni Ketut Sukasih (2006) 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesehatan koperasi simpan 
pinjam yang ada di Bali. Perkembangan koperasi sangat pesat sesuai dengan 
data yang dimbil dari Dinas Koperasi Prop.Bali yang mengalami kenaikan 
sebesar 6,11% pada tahun 2001, mengalami kenaikan sebesar 8,14% pada 
tahun 2002 dan mengalami kenaikan sebesar 44% pada tahun 2003.Penelitian 
ini berlokasi di Kota Denpasar yaitu mengenai Koperasi Simpan Pinjam 
dengan mengambil obyek tentang Laporan Keuangan KSP untuk tahun 2002 
dan 2003.  
 
Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut : 
1. KSP yang tergolong sehat berjumlah 13 buah atau 34% 
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KSP yang tergolong sehat yaitu KSP kelompok A=1 buah,KSP 
kelompok B=2 buah, KSP kelompok C=3 buah , KSP kelompok D=4 
buah KSP kelompok E=2 buah, KSP kelompok F=1 buah 
2. KSP yang tergolong cukup sehat berjumlah 14 buah atau 47% 
KSP yang tergolong cukup sehat yaitu KSP kelompok A=3 buah,KSP 
kelompok B=3 buah,KSP kelompok C=2 buah, KSP kelompok D=1 
buah KSP kelompok E=3 buah, KSP kelompok F=2 buah 
3. KSP yang tergolong kurang sehat berjumlah 3 buah atau 10% 
KSP yang tergolong kurang sehat yaitu KSP kelompok A=1 buah dan 
KSP kelompok F=2 buah. 
 Persamaan : Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 
menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu 
menggunakan koperasi dan sama-sama menganalisis 
tentang kesehatan sistem simpan pinjam pada koperasi. 
  Perbedaan :  Penelitian terdahulu membahas tentang analisis kesehatan 
koperasi wanita di Kota Denpasar sedangkan peneliti 
sekarang membahas tentang analisis kesehatan keuangan 
dan non keuangan sistem simpan pinjam pada koperasi 
wanita Mawaddah di Kabupaten Gresik  
 
2) Qi Chen (2003) 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi di setiap divisi 
perusahaan dalam proses penganggaran. Output yang dikeluarkan dari 
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penelitian ini memiiki implikasi dari observasi proses penganggaran secara 
umum dalam praktik, termasuk penganggaran bunding dan penganggaran 
bottom-up.  
 
Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut : 
Artikel menunjukkan nilai kerja sama untuk komunikasi antara divisi ketika 
kontak sekuensial dan ketika melengkapi strategis yang ada dalam produksi 
technology. Mengambil perspektif bahwa informasi adalah desentralisasi dan 
sistem penganggaran memfasilitasi pengambilan keputusan dengan 
menyediakan saluran komunikasi, baik antara kantor pusat dan divisi dan 
antar divisi. 
 Persamaan :  Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah    
     menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu  
        menggunakan  koperasi. 
 Perbedaan :   Penelitian terdahulu membahas tentang peran koperasi di   
     Setiap divisi perusahaan dalam proses penganggaran,   
     sedangkan peneliti   sekarang membahas tentang analisis  
         kesehatan keuangan dan non keuangan yang ada di dalam 
                     sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita Mawaddah di 
Kabupaten Gresik 
 
3) Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari,A.Mongid (2006) 
 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dimana para peneliti    
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 ingin memaparkan Pelayanan Mutu Total (PMT) pada Koperasi Simpan 
Pinjam di Kota Surabaya. Dalam mengimplementasinnya PMT umumnya 
menapai enam  faktor yaitu: komitmen dari manajemen puncak, perbaikan 
produk,perbaikan proses, kemampuan SDM, tanggapan yang berorientasi 
pelanggan dan keunggulan ekonomis (Lakhe dan Mohanti, 1995). Semakin 
tinggi kesadaran manajemen organisasi  dalam menerapkan enam faktor ini , 
menunjukkan semakin kuat implementasi PMT di organisasi. 
 
Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut : 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi PMT yang 
kurang baik (rendah) sebagian besar dilakukan pada KSP dengan 
klasifikasi C dan belum terakreditasi. Ini artinya bahwa kalau KSP itu 
terakreditasi dan termasuk dalam klasifikasi A dan B artinya dari 
aspek PMT pun terimplementasikan dengan baik. 
 
 Persamaan :  Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah  
       menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu 
       menggunakan  koperasi simpan pinjam  
 Perbedaan :   Penelitian terdahulu membahas tentang implementasi PMT 
di koperasi Simpan Pinjam di Kota Surabaya, sedangkan 
peneliti sekarang membahas tentang analisis kesehatan 
keuangan dan non keuangan yang ada di dalam  sistem 
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simpan  pinjam pada koperasi wanita Mawaddah di 
Kabupaten Gresik. 
4) Ma’ruf Sya’ban (2004) 
 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai dan untuk mengetahui sistem 
penganggaran dan komitmen organisasi mempengaruhi hubungan partisipasi 
anggaran dan keefektifan anggaran pada koperasi. Penulis mengusulkan 
variabel sistem penganggaran dan komitmen organisasi untuk mencoba 
menyelidiki pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap hubungan antara 
partisipasi anggaran dan keefektifan anggaran.  
Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan berikut : 
Dari hasil pengujian tersebut didapatkan hasil yang tidak signifikan 
untuk mendukung hipotesis yang peneliti ajukan. Sistem 
penganggaran dimensi kejelasan sasaran anggaran tidak dapat secara 
signifikan mempengaruhi individu yang terlibat dalam penyusunan 
anggaran untuk meningkatkan keefektifan anggaran. 
Persamaan :  Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan 
obyek penelitian yang sama yaitu menggunakan koperasi. 
Perbedaan :     Penelitian terdahulu membahas tentang sistem penganggaran dan 
        komitmen organisasi mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran 
        dan keefektifan anggaran pada koperasi. Sedangkan,peneliti 
        sekarang membahas tentang analisis  kesehatan keuangan dan 
        non keuangan yang ada didalam sistem simpan pinjam pada 
        Koperasi Wanita Mawaddah di Kabupaten Gresik. 
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2.2 LANDASAN TEORI 
2.2.1 Koperasi 
Pengertian Koperasi 
Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti 
bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Definisi koperasi Indonesia menurut 
UU No. 25/1992 (pasal 1 ayat 1) tentang perkoperasian adalah sebagai berikut: 
 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan asas kekeluargaan.” 
 Pengertian menurut International Cooperative Alliance (ICA) menyatakan 
bahwa: 
 “A cooperative is an autonomous association of persons united 
voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and 
aspirations through a jointly-owned and democratically controlled 
enterprise.” 
Asas Koperasi 
Menurut Panji Anogara (2003 : 17) menyebutkan bahwa asas koperasi 
meliputi: 
1) Asas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati 
nurani manusia untuk bekerja sama dengan koperasi oleh semua untuk semua, 
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di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari anggota atas dasar keadilan 
dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. 
2) Asas kegotong-royongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat 
keinsyafan dan semangat kerja sama, rasa tanggung jawab tanpa memikirkan 
diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. 
Karakteristik Koperasi  
Prinsip-prinsip koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan 
usaha serta menjadi ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari 
badan usaha lain. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: 
Kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara 
demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas 
terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi (Ikatan 
Akuntan Indonesia, 1998). 
Manfaat Koperasi 
 Berikut ini beberapa manfaat ekonomi: 
1. Memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga relatif murah. 
2. Memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk memperoleh modal usaha. 
3. Memberikan keuntungan bagi anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) 
4. Mengembangkan usaha anggota koperasi. 
5. Menjadikan praktik rentenir. 
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Fungsi dan Peran Koperasi 
Berikut ini beberapa fungsi dan peran koperasi: 
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia 
dan masyarakat. 
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 
yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan 
Prinsip-prinsip Koperasi 
 Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu: 
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
2. Kenggotaan dilakukan secara demokratis 
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa 
masing-masing anggota (Andil anggota tersebut dalam koperasi). 
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 
5. Kemandirian. 
6. Pendidikan perkoperasian 
7. Kerjasama antar koperasi. 
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Ciri-ciri Koperasi 
 Ciri-ciri koperasi dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dari segi pelakunya, 
segi usahanya, dan dari segi hubungannya dengan Negara (Baswir, 1997). 
a. Dilihat dari segi pelakunya 
 Koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang pada 
umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Orang-orang yang 
memiliki ekonomi terbatas ini, secara suka rela menyatukan dirinya dalam 
koperasi, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.  
b. Dilihat dari segi tujuan usahanya 
 Tujuan usaha koperasi pada dasarnya adalah untuk memperjuangkan 
kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. 
Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari warga kelompok 
masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan koperasi secara khusus akan 
ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh anggotanya. Para 
anggota koperasi ini, secara sadar menyatukan diri di dalam koperasi agar 
mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu dengan harga 
terjangkau. 
c. Dilihat dari segi hubungannya dengan Negara 
 Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peranan koperasi di dalam perekonomian 
suatu negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem 
politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Namun demikian, bila 
diperhatikan perkembangan koperasi di banyak negara, dapat dilihat bahwa 
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keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi 
perkembangan negara-negara tersebut. 
Bentuk dan Jenis Koperasi (Anogara dan Ninik Widiyanti (2003:20)) 
       Jenis koperasi yang ada terdiri dari lima golongan, yaitu: 
1. Koperasi Konsumsi 
 Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang mengusahakan kebutuhan 
sehari-hari. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya dapat 
membeli barang-barang dengan kualitas baik dan harga yang layak. 
2. Koperasi Simpan Pinjam (Kredit) 
 Koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-
anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang 
ringan. 
3. Koperasi Produksi 
 Koperasi produksi adalak koperasi yang bergerak dalam bidnag kegiatan 
koperasi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh 
koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang yang menjadi anggota 
koperasi. 
4. Koperasi Jasa 
 Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa 
tertentu bagi anggota maupun masyarakat umum. 
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Struktur Organisasi 
  Menurut pasal 21 UU No. 25 tahun 1992, Perangkat Organisasi 
Koperasi terdiri dari: 
1. Rapat Anggota 
 Menurut pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992, rapat anggota merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan dalam rapat anggota ini 
menetapkan: 
 Anggaran dasar 
a. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi 
b. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas 
c. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta 
pengesahan  laporan keuangan 
d. Pengesahan pertanggungjawaban 
e. Pembagian Sisa hasil Usaha (SHU), dan 
f.  Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembagian koperasi. 
2. Pengurus 
 Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria 
tertentu  serta dipilih dan disahkan oleh rapat anggota. Pengurus koperasi 
terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh 
Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. 
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Pengurus Koperasi bertugas: 
1) Mengelola koperasi dan usahanya; 
2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja koperasi; 
3) Menyelenggrakan Rapat Anggota 
4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; 
6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 
Pengurus Koperasi berwenang: 
1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 
2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 
anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; 
3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi 
sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. 
3. Pengawas 
 Pengawas koperasi merupakan perangkat organisasi yang dipilih dari dan 
oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab 
kepada Rapat Anggota. 
Pengawas bertugas: 
1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan 
koperasi. 
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. 
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Pengawas berwenang: 
1) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi; 
2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 
2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam 
a) Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 
Koperasi simpan pinjam. didirikan untuk memberi kesempatan kepada 
anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi 
simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan 
kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan 
menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga 
yang serendah-rendahnya “ 
Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang 
kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi 
simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat. 
Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan 
mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat 
anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi 
nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang 
dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan 
koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang 
ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan 
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seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di 
organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan 
pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. 
Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan 
tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22  sampai 
pasal 27 UU no.25 tahun 1992. 
Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 
1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 
pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota 
koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. 
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha 
simpan pinjam. 
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha 
simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang 
bersangkutan. 
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, 
koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk 
tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. 
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya 
dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang 
bersangkutan. 
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6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya 
dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi 
yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi. 
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan 
pembayaran sejumlah imbalan. 
2.Laporan Keuangan Koperasi 
Laporan keuangan Koperasi, khususnya Koperasi simpan pinjam 
meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan kekayaan bersih 
(Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008:77). Neraca adalah laporan 
keuangan yang menggambarkan posisi keuangan yaitu aktiva, utang, dan modal 
koperasi pada suatu saat tertentu. Sedangkan  Perhitungan Hasil Usaha 
menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai koperasi dalam satu periode 
operasi. 
Hal yang penting diperhatikan dalam menyusun neraca adalah jumlah 
aktiva yang harus selalu sama dengan jumlah utang ditambah modal. Aktiva 
adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau  dikendalikan koperasi yang 
besarnya dinyatakan dalam satuan uang.  
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A. Format Neraca Koperasi  
           Tabel 2.1 
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI XXX 
NERACA 
PER... .... ..... 
Aktiva Tahun 
T 
Tahun 
t-1 
Tahun 
t-2 
Aktiva Lancar    
Kas dan Bank Xxx xxx Xxx 
Piutang Kepada Anggota Xxx xxx Xxx 
Piutang Kepada Calon Anggota Xxx xxx Xxx 
Piutang Kepada Non Anggota Xxx xxx Xxx 
Penyisihan Penghapusan Piutang Xxx xxx Xxx 
Investasi Jangka Pendek Xxx xxx Xxx 
Total Aktiva Lancar Xxx Xxx Xxx 
Simpanan Pokok pada Koperasi Lain Xxx xxx Xxx 
Simpanan Wajib pada Koperasi Lain Xxx xxx Xxx 
Investasi pada badan usaha Non Koperasi  Xxx xxx Xxx 
Total Investasi Jangka Panjang Xxx Xxx Xxx 
    
Aktiva Tetap    
Tanah dan Gedung Xxx xxx Xxx 
Kendaraan Bermotor Xxx xxx Xxx 
Inventaris Kantor Xxx xxx Xxx 
Akumulasi Penyusutan Aktiva Xxx xxx Xxx 
Total aktiva Tetap Xxx Xxx Xxx 
Aktiva Lain-Lain    
Pendapatan YMH Diterima Xxx xxx Xxx 
Biaya dibayar di muka Xxx xxx Xxx 
Total Aktiva Lainnya XXX XXX XXX 
TOTAL AKTIVA Xxxx Xxxx Xxxx 
KEWAJIBAN DAN MODAL    
Kewajiban Lancar    
Tabungan :    
 Anggota Xxx xxx Xxx 
Total Tabungan : XXX XXX XXX 
Simpanan Berjangka :    
 Anggota Xxx xxx Xxx 
Total Simpanan Berjangka: XXX XXX XXX 
Tabungan Anggota Xxx xxx Xxx 
Simpanan berjangka Xxx xxx Xxx 
Simpanan Sukarela Xxx xxx Xxx 
SHU yang belum dibagi Xxx xxx Xxx 
Kewajiban ke Pihak Ketiga Lainnya Xxx xxx Xxx 
Total Kewajiban Lancar XXX XXX XXX 
Kewajiban Jangka Panjang    
Pinjaman Bank Xxx xxx Xxx 
Kewajiban Lain-Lain    
Biaya YMH dibayar Xxx xxx Xxx 
Kewajiban Lain- Lain    
Biaya YMH dibayar Xxx xxx Xxx 
Total Kewajiban Lainnya XXX XXX XXX 
Modal    
Simpanan Pokok Xxx xxx Xxx 
Simpanan Wajib Xxx xxx Xxx 
Modal Penyertaan Xxx xxx Xxx 
Cadangan Umum Xxx xxx Xxx 
Donasi Xxx xxx Xxx 
Sisa Hasil Usaha Xxx xxx Xxx 
Total Modal XXX XXX XXX 
Total Kewajiban dan Modal XXXX XXXX XXXX 
Sumber : Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008:79-81 
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B. Format Perhitungan Hasil Usaha Koperasi 
Tabel 2.2 
KOPERASI XXX 
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA 
PERIODE  ... ... s/d ...... 
 TAHUN 
T 
TAHUN 
t-1 
TAHUN 
t-2 
PENDAPATAN :    
OPERASIONAL :    
 Bunga atas piutang yang diberikan Xxx Xxx Xxx 
 Bunga Giro Bank Xxx Xxx Xxx 
 Bunga Deposito Xxx Xxx Xxx 
 Jasa Administrasi atas Piutang yang diberikan Xxx Xxx Xxx 
 Denda Piutang yang diberikan Xxx xxx Xxx 
Total Pendapatan Operasional XXX XXX XXX 
NON OPERASIONAL    
 Penjualan Aktiva/ Inventaris kantor bekas Xxx xxx Xxx 
 Lain-lain jika ada Xxx xxx Xxx 
Total Pendapatan Non Operasional XXX XXX XXX 
    
BEBAN :    
OPERASIONAL :    
 Bunga atas Tabungan Koperasi Xxx xxx Xxx 
 Bungan Simpanan Berjangka Xxx xxx Xxx 
 Bunga Bank Xxx xxx Xxx 
 Gaji dan Upah Xxx xxx Xxx 
 Transport Penagihan Xxx xxx Xxx 
 Administrasi dan Umum Xxx xxx Xxx 
 Penyisihan Penghapusan Piutang Xxx xxx Xxx 
 Penyusutan Aktiva Xxx xxx Xxx 
Total Beban Operasional XXX XXX XXX 
Non Operasional XXX XXX XXX 
TOTAL BEBAN XXXX XXXX XXXX 
SISA HASIL USAHA XXXXX XXXXX XXXXX 
Sumber : Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari, 2008:81-82. 
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2.2.3.Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 
Sesuai dengan diterbitkannya , Peraturan Menteri Negara Koperasi 
dan UKM nomor : 14/PER/M.UKM/XI/2008 tentang “ Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 
20/Per/M.UKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi 
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi”. Sehubungan dengan 
hal ini maka perlu diatur tentang ketentuan pelaksanaan penilaian tingkat 
kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. 
 Koperasi sangat memerlukan perhitungan tingkat kesehatan untuk 
mengetahui predikat tingkat kesehatan yang telah dicapai dan menilai 
kondisi atau kinerja koperasi selama periode tertentu . Koperasi Simpan 
Pinjam atau akan dilakukan pemeriksaan Kesehatan Koperasi oleh Dinas 
KOPERINDAG (Koperasi Industri Perdagangan). 
 
 Dalam melakukan perhitungan tingkat kesehatan koperasi 
diperlukan beberapa dokumen atau data-data yang diperlukan untuk 
mendukung perhitungan tingkat kesehatan koperasi agar bisa ditentukan 
predikat kesehatannya apakah masuk dalam kriteria sehat, cukup sehat, 
kurang sehat, tidak sehat, atau sangat tidak sehat.  
  
 Dalam perhitungan tingkat kesehatan koperasi ada tujuh aspek 
yang dihitung yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 
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efisiensi,likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. 
Dokumen atau data-data yang diperlukan dalam penilaian tingkat 
kesehatan koperasi diantaranya yaitu neraca koperasi, SHU koperasi dan 
dokumen-dokumen atau wawancara yang mendukung dari pertanyaan 
aspek manajemen. 
 
2.2.4 Pengukuran Penilaian Kesehatan Koperasi 
Pengukuran penilaian kesehatan koperasi diatur berdasarkan Peraturan 
Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 meliputi 
tujuh aspek,antara lain sebagai berikut: 
Sebelum memasuki aspek yang ada pada setiap tabel-tabel yang telah 
disediakan, adapun keterangan di pada masing-masing tabel adalah 
sebagai berikut : 
Rasio  : Merupakan alat analisis keuangan koperasi untuk menilai kinerja 
  suatu koperasi berdasarkan perbandingan keuangan yang terdapat 
                          pada pos laporan keuangan. 
Nilai  : Merupakan suatu penilaian terhadap modal sendiri 
Bobot  : Merupakan suatu berat atau volume yang dihasilkan didalam 
              salah  satu indikator penilaian.   
           Skor : Merupakan sesuatu yang dihasilkan didalam perhitungan suatu 
  Penilaian. 
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1. Permodalan  
Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan 
untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal 
(Hendrojogi, 2002:193). Permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap terdiri dari 
modal yang disetorkan pada awal pendirian, modal tambah koperasi 
yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan 
koperasi. 
Untuk memperoleh rasio antar antara modal sendiri terhadap total asset 
ditetapkan sebagai berikut : 
Rasio Permodalan 1 :   
Modal Sendiri     
x 100% 
 
 
        Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
Tabel 2.3 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO MODAL SENDIRI 
TERHADAP TOTAL ASSET 
Rasio Modal(%) Nilai Bobot Skor 
0 < X ≤ 20 25 6 1.50 
20 < X ≤ 40 50 6 3.00 
40 < X ≤ 60 100 6 6.00 
60 < X ≤ 80 50 6 3.00 
80 < X ≤ 100 25 6 1.50 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
            ………………………………………………………(1) 
Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan 
yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut : 
Rasio Permodalan 2  :         Modal Sendiri                     
x 100% 
                           Pinjaman diberikan yang beresiko 
          Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
Total Asset 
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Tabel 2.4 
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO MODAL SENDIRI 
TERHADAP PINJAMAN DIBERIKAN YANG BERISIKO 
Rasio Modal 
(dinilai dalam %) 
Nilai 
 
Bobot 
(dinilai 
dalam %) 
Skor 
0 < x <10 0 6 0 
10 < x <20 10 6 0,6 
20 < x <30 20 6 1,2 
30 < x <40 30 6 1,8 
40 < x <50 40 6 2,4 
50 < x <60 50 6 3,0 
60 < x <70 60 6 3,6 
70 < x <80 70 6 4,2 
80 < x <90 80 6 4,8 
90 < x <100 90 6 5,4 
≥ 100 100 6 6,0 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                   ………………………………………………………(2) 
 Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri tertimbang terhadap 
Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) ditetapkan sebagai berikut: 
Rasio Permodalan 3  :    Modal Sendiri Tertimbang       
x 100% 
                                               ATMR
   
 
Tabel 2.5 
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO 
KECUKUPAN MODAL SENDIRI 
Rasio 
Modal (%) 
Nilai 
 
Bobot (%) Skor 
< 4 0 3 0,00 
4 < X <  6 50 3 1.50 
6 < X < 8 75 3 2.25 
> 8 100 3 3.00 
   Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                   ………………………………………………(3) 
 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
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a) Aktiva produktif  
Sering  juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, 
karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan 
yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang 
mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan. 
Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota 
terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut : 
Rasio KAP 1 :
      Volume Pinjaman Pada Anggota 
   x 100% 
 
               Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
Tabel 2.6 
STANDAR PERHITUNGAN SKOR RASIO VOLUME PINJAMAN 
KEPADA ANGGOTA TERHADAP TOTAL VOLUME PINJAMAN 
Rasio 
(%) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
< 25 
25 < X < 50 
50 < X < 75 
> 75 
0 
50 
75 
100 
10 
10 
10 
10 
0,00 
5,00 
7,50 
10,00 
    Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                                                     ……………………………………………(4) 
 
Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap 
pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut : 
a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah 
(RPM) sebagai berikut : 
1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) 
Volume Pinjaman 
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2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) 
3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM) 
b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang 
disalurkan. 
  
 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
Perhitungan penilaian : 
1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0; 
2) Untuk setiap penurunan rasio 1%  dari 45 % nilai ditambah 2, 
dengan maksimum nilai 100; 
3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor. 
Tabel 2.7 
STANDAR PERHITUNGAN RPM 
Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 
> 45 
40 < x ≤ 45 
30 < x ≤ 40 
20 < x ≤ 30 
10 < x ≤ 20 
0 < x ≤ 10 
= 0 
0 
10 
20 
40 
60 
80 
100 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
     Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                          ………………………………(5) 
 
RPM  :
 (50% x PKL) + (75% x PDR) + 100% x PM)
  
 
    
 
Pinjaman yang Diberikan 
Rasio KAP 2 : RPM x 100% 
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Untuk memperoleh rasio antara cadangan risiko terhadap pinjaman 
bermasalah ditetapkan sebagai berikut : 
 
 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
Cadangan Risiko = Cadangan Tujuan Risiko + Penyisihan          Penghapusan 
Pinjaman 
 
Tabel 2.8 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO CADANGAN RISIKO TERHADAP 
RISIKO PINJAMAN BERMASALAH 
Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 
0 
0 < x ≤ 10 
10 < x ≤ 20 
20 < x ≤ 30 
30 < x ≤ 40 
40 < x ≤ 50 
50 < x ≤ 60 
60 < x ≤ 70 
70 < x ≤ 80 
80 < x ≤ 90 
90 < x ≤ 100 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
        Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                     ……………………………………(6) 
Untuk memperoleh rasio antara Batas Maksimum Pemberian 
Pinjaman (BMPP) kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya 
ditetapkan sebagai berikut : 
 
 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009
 
Rasio KAP 3 :  
 Cadangan Risiko     
 x 100% 
  
  
 
Pinjaman Bermasalah 
Rasio KAP 4 :     Pin jaman yang berisiko
    
 x  100%
 
  
 
Pinjaman yang diberikan 
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Tabel 2.9 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN BERISIKO 
Rasio (%) Nilai Bobot (%) Skor 
>  30 
26-30 
25 
50 
5 
5 
1,25 
2,50 
21-26 
< 21 
75 
100 
5 
5 
3,75 
5,00 
        Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                             ………………………………………(7) 
b) Manajemen  
Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok 
orang atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi 
terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal 
balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur 
pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-
unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135) . 
Untuk aspek manjemen umum, perhitungan nilai kredit didasarkan 
kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan 
manajemen umum.Pertanyaan yang sudah ditetapkan dalam buku 
petunjuk teknik penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit 
simpan pinjam. Selanjutnya dilakukan kuantifikasi dengan cara 
memberi nilai kredit untuk masing-masing pertanyaan yang diajukan.  
Adapun jumlah pertanyaan dan bobot nilai dari setiap aspek dan 
komponen dapat digambarkan dalam Tabel 2.10 
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Tabel 2.10 
JUMLAH PERTANYAAN DAN BOBOT NILAI DARI 
SETIAP ASPEK DAN KOMPONEN 
NO ASPEK JUMLAH BOBOT NILAI 
1 Manajemen Umum 12 3 0,25 
2 Manajemen Kelembagaan 6 3 0,5 
3 Manajemen Permodalan 5 3 0,6 
4 Manajemen Aktiva 10 3 0,3 
5 Manajemen Likuiditas 5 3 0,6 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
               …………………………………(8) 
c) Efisiensi koperasi  
  Adalah  seberapa besar kemampuan koperasi melayani anggotanya    
  dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. 
Untuk memperoleh rasio antara biaya operasional pelayanan 
terhadap partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut : 
 
               
    Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
Beban Operasi Anggota = Beban Pokok + Beban Usaha Bagi Anggota +  Beban 
Perkoperasian 
Tabel 2.11 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN OPERASI ANGGOTA 
TERHADAP PARTISIPASI BRUTO 
Rasio Biaya Operasional 
terhadap Partisipasi Bruto (%) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
 
 
> 100 0 4 1 
95 < x < 100 50 4 2 
90 < x < 95 75 4 3 
0 < x <  90 100 4 4 
  Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                                     ………………………………………(9) 
Rasio Efisiensi 1 :       
 Beban Operasi Anggota          
 x 100% 
   
 
Partisipasi Bruto 
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Untuk memperoleh rasio antara beban usaha terhadap SHU kotor 
ditetapkan sebagai berikut : 
 
  
        Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
Tabel 2.12 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO BEBAN USAHA 
TERHADAP SHU KOTOR 
Rasio beban usaha terhadap SHU 
kotor(%) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
> 80 25 4 1 
60 <  x ≤ 80 50 4 2 
40 <  x ≤ 60 75 4 3 
0  < x  ≤ 40 100 4 4 
      Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009. 
                    …………………………………………(10) 
 
Untuk memperoleh rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut : 
 
 
 
                   Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
Tabel 2.13 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO EFISIENSI PELAYANAN 
Rasio Efisiensi 
(Persen) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
< 5 100 2 2,0 
5 < x < 10 75 2 1,5 
10 < x < 15 50 2 1,0 
> 15 0 2 0,0 
            Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                                                             ……………………………………(11) 
Rasio Efisiensi 2 : 
 Beban Usaha         
 x 100% 
   
 
SHU Kotor 
 
Rasio Efisiensi 3 :      
 Daya Karyawan (Biaya Karyawan)        
x 100% 
   
 
Volume pinjaman 
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d) Likuiditas  
  Adalah kemampuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk memenuhi 
 kewajiban jangka pendeknya. 
   Untuk memperoleh rasio kas ditetapkan sebagai berikut : 
 
 
               Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
Tabel 2.14 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO KAS 
TERHADAP KEWAJIBAN LANCAR 
Rasio Kas  
(%) 
Nilai Bobot 
(%) 
Skor 
< 10 25 10 2,5 
10 < x < 15 100 10 10 
15 < x < 20 50 10 5 
> 20 25 10 2,5 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                                                          ………………………………………(12) 
 
Untuk memperoleh rasio pinjaman terhadap dana yang diterima 
ditetapkan sebagai berikut : 
 
 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasio Likuiditas 1 :  
Kas + Bank   
      x    100% 
   
 
Kewajiban Lancar 
Rasio Likuiditas 2 :  
Pinjaman yang diberikan   
    x 100% 
   
 
Dana yang diterima 
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Tabel 2.15 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PINJAMAN TERHADAP 
DANA YANG DITERIMA 
Rasio  
Pinjaman 
(%) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
< 60 25 5 1,25 
60 < x < 70 50 5 2,50 
70 < x < 80 75 5 3,75 
80 < x < 90   100 5 5 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                                      ……………………………………………(13) 
e) Kemandirian dan pertumbuhan koperasi  
Merupakan suatu rujukan  sebagaimana kemampuan koperasi melayani 
masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di 
tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Untuk memperoleh rasio rentabilitas asset ditetapkan sebagai berikut : 
 
 Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
Tabel 2.16 
STANDAR PERHITUNGAN SKOR UNTUK 
RASIO RENTABILITAS ASSET 
Rasio 
Rentabilitas  
Aset (%) 
Nilai  
 
Bobot 
(%) 
Skor 
< 5 25 3 0,75 
5 < x < 7,5 50 3 1,50 
7,5 < x < 10 75 3 2,25 
> 10 100 3 3,00 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                                                  …………………………………………(14) 
 
Rasio KP 1 :  
SHU sebelum pajak   
    x 100% 
   
 
Total asset 
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 Untuk memperoleh rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai 
berikut : 
 
          Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
Tabel 2.17 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO RENTABILITAS 
MODAL SENDIRI/ EKUITAS 
Rasio  
Rentabilitas  
Ekuitas (%) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
< 3 25 3 0,75 
3 < x < 4 50 3 1,50 
4 < x < 5 75 3 2,25 
> 5 100 3 3,00 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                                               ………………………………(15) 
Untuk memproleh rasio kemandirian operasional pelayanan ditetapkan 
sebagai berikut : 
 
 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
Tabel 2.18 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO 
KEMANDIRIAN OPERASIONAL 
Rasio  
Kemandirian  
Operasional (%) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
< 100 0 0 0 
> 100 100 4 4 
   Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                               ……………………………(16) 
Rasio KP 2 :  
SHU Bagian anggota   
  x 100% 
   
 
Total Modal Sendiri 
 
Rasio KP 3 :                   
Partisipasi Netto 
                         x 100 % 
   
 
Beban Usaha + Beban perkoperasian 
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Rasio PEA  :                       
PEA 
                           x 100 % 
 
f) Jatidiri Koperasi  
   Adalah  tujuan dari sebuah koperasi dalam mempromosikan  
 ekonomi anggotanya. 
  Untuk memperoleh rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut : 
 
Tabel 2.19 
 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
Tabel 2.19 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PARTISIPASI BRUTO 
Rasio  
Partisipasi 
Bruto (%) 
Nilai  
Bobot 
(%) 
Skor 
< 25 25 7 1,75 
25 < x < 50 50 7 3,50 
50 < x < 75 75 7 5,25 
> 75 100 7 7 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
                          ……………………………………………(17) 
Untuk memperoleh rasio PEA ditetapkan sebagai berikut : 
 
 
 PEA = MEPP + SHU Bagian Anggota 
 
                 Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasio Partisipasi Bruto  :       
Partisipasi Bruto 
                x 100% 
   
 
Partisipasi bruto + Pendapatan 
    Simpanan pokok + simpanan wajib 
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Tabel 2.20 
STANDAR PERHITUNGAN RASIO PROMOSI 
EKONOMI ANGGOTA 
 
Rasio  
PEA (%) 
Nilai 
Bobot 
(%) 
Skor 
< 5 0 3 0,00 
5 < x < 7,5 50 3 1,50 
7,5 < x < 
10 
75 3 2,25 
> 10 100 3 3 
Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
          ……………………………………………(18) 
           Penilaian kesehatan KSP  ini bertujuan untuk : 
1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyaratakat. 
2. Mengetahui posisi hasil/prestasi kinerja KSP. 
3. Melindungi harta kekayaan Koperasi dan Penabung. 
4. Mengetahui tingkat kepatuhan Koperasi pada peraturan yang 
berlaku. 
5. Mengetahui business plan jasa keuangan yang akan dikelolanya 
2.2.5. Kriteria Kesehatan KSP 
Kriteria tingkat kesehatan koperasi simpan pinjan dinilai dengan  
pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan 
perkembangan koperasi simpan pinjam (KSP). Pendekatan kualitatif diperlukan 
karena masing-masing aspek penilaian tingkat kesehatan mengandung berbagai 
komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi (Anes Asnandar, 
2007) . 
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Tingkat kesehatan KSP digolongkan menjadi lima golongan yaitu sehat, 
cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat 
tingkat kesehatan KSP tersebut adalah sebagai berikut : 
Gambar Tabel 2.21 
PENGGOLONGAN TINGKAT KESEHATAN KSP 
 
SKOR PREDIKAT 
80 < x < 100 SEHAT 
60 < x < 80 CUKUP SEHAT 
40 < x < 60 KURANG SEHAT 
20 < x < 40 TIDAK SEHAT 
    < 20 SANGAT TIDAK SEHAT 
     Sumber : SK MenKopUK no.14/Per/M.KUKM/XII/2009 
 
 
 
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN  
Pengukuran tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi 
diatur berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 
14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan tujuh variabel pengukuran. Ketujuh 
variabel tersebut adalah Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, 
Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan serta Jati 
diri Koperasi. Pengukuran tersebut dihitung berdasarkan Laporan 
Keuangan Koperas Wanita Kabupaten Gresik. Pada tahap akhir 
pengukuran akan ditentukan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan 
Pinjam . 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 
Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI 
WANITA MAWADDAH 
Permodalan 
Efisiensi Manajemen 
Kualitas Aktiva 
Produktif 
Likuiditas 
Kemandirian 
dan 
pertumbuhan 
Jati diri 
koperasi 
Predikat Tingkat 
Kesehatan koperasi 
KEUANGAN NON KEUANGAN 
